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ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan
hukum secara khusus. Dalam menangani perkara anak, aparat penegak hukum
harus melihat kedudukan anak agar tidak bertolak belakang dengan hak-hak anak,
konsep kesejahteraan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan
Undang-Undang ini diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak
dalam keseluruhan proses pemeriksaan disidang pengadilan. Permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan proses
persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri
Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan observasi
melalui wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan
wawancara Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas
| Yogyakarta. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan
menganalisis implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam upaya
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan
Negeri Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi,
wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta dibedakan
menjadi perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak
korban, dan anak saksi. Perlindungan hukum yang diberikan sudah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada saat proses persidangan, Pengadilan
Negeri Yogyakarta memberikan perlindungan hukum berupa memperlakukan anak
secara manusiawi, menyediakan sarana dan prasarana khusus, pemeriksaan
dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, disidangkan oleh Hakim
Anak, dan Hakim wajib mengupayakan diversi. Adapun hal-hal yang menjadi
hambatan Pengadilan Negeri Yogyakarta antara lain proses persidangan yang
belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kesulitan dalam mengupayakan diversi, sulit menerapkan
pendekatan keadilan restoratif, komunikasi yang masih kurang, selalu ada pihak
yang bertentangan, dan pemberitaan media massa.

Kata Kunci : perlindungan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, sistem
peradilan pidana anak



ABSTRACT

Children in conflict with the law have the right to special legal protection.
In dealing with children's cases, law enforcement officers must look at the position
of the child so that it does not conflict with the rights of the child, the concept of
child welfare, and the best interests of the child. The handling of children in conflict
with the law is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile
Criminal Justice System. The existence of this law is expected to be able to
guarantee the protection of children’s rights in the whole process of examination in
court. The problems that will be discussed in this study are efforts to protect
children who are in conflict with the law at the Yogyakarta District Court and the
trial process for children who are in conflict with the law at the Yogyakarta District
Court.

This type of research is field research, namely by observation through
interviews with Juvenile Judge at the Yogyakarta District Court and interview with
Community Counselors at Class | Yogyakarta Correctional Center (Bapas). The
approach in this study uses an empirical juridical approach. This research is
descriptive analytical, namely describing and analyzing the implementation of the
Juvenile Criminal Justice System in an effort to protect children who are in conflict
with the law at the Yogyakarta District Court. Methods of data collection using the
method of observation, interviews, literature study, and documentation.

The results of the study show that legal protection against children in
conflict with the law at the Yogyakarta District Court are divided into legal
protection for children in conflict with the law, child victims, and child witnesses.
The legal protection provided is in accordance with the provisions contained in
Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. During
the trial process, the Yogyakarta District Court provides legal protectionin the form
of treating children humanely, providing special facilities and infrastructure, the
examination is carried out in a trial that is closed to the public, is tried by a Juvenile
Judge, and the Judge is obliged to seek diversion. As for the things that become
obstacles to the Yogyakarta District Court include the trial process that has not
fully implemented the provisions of the applicable laws and regulations, difficulties
in seeking diversion, difficulty in applying a restorative justice approach,
communication is still lacking, there are always conflicting parties, and mass media
coverage.

Keywords : legal protection, children in conflict with the law, juvenile criminal
justice system
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan
negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan
dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Peran anak yang penting
ini secara tegas dijelaskan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin hak
setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.! Kepentingan terbaik
bagi anak perlu dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan
hidup manusia.

Anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif dalam
arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya, serta perkembangan
pembangunan pada umumnya. Di era seperti sekarang ini, banyak anak-
anak melakukan perbuatan yang menyimpang sebagaimana perbuatan yang
tidak lazimnya dilakukan oleh anak-anak. Penyimpangan tingkah laku

maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan antara lain

! pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, pencurian, penganiayaan,
pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan kriminal lainnya.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga
akan mengalami proses hukum yang hampir sama dengan orang dewasa
yang melakukan tindak pidana. Namun, penanganan perkara pidana
terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara pidana orang
dewasa. Dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana,
aparat penegak hukum harus melihat kedudukan anak agar tidak bertolak
belakang dengan hak-hak anak, konsep kesejahteraan anak, dan
kepentingan anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang
berbeda dari orang dewasa dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang
belum matang dan dewasa.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dinilai sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan belum
komprehensif dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang
berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat menekan terjadinya tindak
pidana yang dilakukan oleh anak dan melindungi hak-hak anak dari

perlakuan diskriminasi.



Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian
perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan
sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.? Dalam
sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik
dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.’

Kurang lebih 4.000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap
tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian, penganiayaan bahkan
pembunuhan. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik
dari pengacara maupun dinas sosial sehingga pemenuhan terhadap hak anak
akan terabaikan. Tidak mengejutkan apabila sembilan dari sepuluh anak
dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Hal yang lebih memprihatinkan
lagi mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya
alternatif terhadap hukuman penjara.*

Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas | Yogyakarta
selaku pendamping dalam penyelesaian pidana yang menjerat anak di
bawah umur mencatat sedikitnya ada 185 anak yang melakukan tindakan

kriminal pada tahun 2020. Jumlah tersebut berasal dari Kabupaten Sleman,

2 pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

3 pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

4 Purniati, dkk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di
Indonesia, (Depok: Departemen Kriminologi FISIP Ul, 2004), him. 2.



Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Dari total perkara yang
masuk, 120 perkara telah diselesaikan di meja persidangan, sementara 65
sisanya berakhir dengan proses diversi.> Sedangkan pada tahun 2021, dari
bulan Januari hingga April sudah ada 51 perkara yang masuk. Rinciannya,
21 perkara masuk ke persidangan, sementara 30 sisanya melalui proses
diversi.®

Dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri
Yogyakarta, terdapat 7 perkara pidana anak. Tindak pidana yang dilakukan
antara lain narkotika, penganiayaan, dan tindak pidana senjata api atau
benda tajam. Dari beberapa perkara tersebut, putusan yang dijatuhkan
adalah putusan berupa pidana penjara.” Putusan berupa pemidanaan
terhadap anak masih digunakan oleh pengadilan sebagai bagian dari
penegakan hukum pidana. Padahal dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberi ruang
kepada Hakim agar tidak menjatuhkan pidana berupa pidana penjara
semata.

Dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak,
sudah selayaknya sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengakomodir
kecenderungan nilai-nilai universal perlindungan anak. Pada kenyataannya,

penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

5 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana.

® Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas | Yogyakarta.

" http://sipp.pn-yogyakota.go.id/ diakses pada tanggal 9 Mei 2021 pada pukul 19.30 WIB.
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masih sering dilakukan. Studi dan kajian hukum tentang putusan-putusan
Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap anak juga harus dilakukan. Hal
ini dilakukan untuk mengakomodir hak-hak dan kesejahteraan anak yang
sebenarnya sudah menjadi dasar dan filosofi dari setiap produk dan
keputusan Hakim yang berhubungan dengan anak.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak
anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
Mengingat kondisi fisik dan psikologi anak yang mempunyai kedudukan
tertentu, perlindungan hak-hak anak menjadi masalah yang sangat penting.
Dalam hal ini, proses hukum yang terjadi harus mampu menjamin perilaku
adil dan dapat mewujudkan kesejahteraan anak.

Dalam penelitian ini akan membahas upaya perlindungan hukum
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri
Yogyakarta, yang mana perkara anak yang ditangani oleh Pengadilan
Negeri Yogyakarta jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan perkara
anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri
Bantul, Pengadilan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
skripsi yang berjudul, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri

Yogyakarta)”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Apakah proses persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan konsep

kesejahteraan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka
tujuan penelitian ini sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
b. Untuk mengetahui konsep kesejahteraan anak terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan di Pengadilan
Negeri Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai

berikut:



a. Secara Teoritis
Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk
memberikan masukan dan sumbangan pikiran dibidang ilmu
pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum. Selain itu, dapat
menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan upaya
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum.
b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan bahan pertimbangan, serta menjadi bahan evaluasi
bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya dalam
upaya perlindungan hukum mengenai tindak pidana yang

dilakukan oleh anak.

D. Telaah Pustaka
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk
menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada
sebelumnya. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, ditemukan
beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian
skrispi ini. Adapun beberapa penelitian yang serupa tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:
Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai

Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana” karya Hikmah



Faradila, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta yang membahas mengenai perlindungan hukum
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dalam
sistem pidana serta proses pemeriksaan peradilan dalam sistem peradilan.®
Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan
hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan dari
penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas perlindungan hukum
terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, sedangkan penulis
meneliti tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Pelaku Tindak Pidana Di Persidangan (Studi Kasus Pada Pengadilan
Negeri Kudus)” karya Ikhwan Fauzi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri
Semarang yang membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus, hambatan-
hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
anak pelaku tindak pidana, dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk
menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.® Persamaan dari

8 Hikmah Faradila, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban
Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

® Ikhwan Fauzi, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Di Persidangan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kudus)”, Skripsi, Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang, 2009.



penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkungan Pengadilan Negeri.
Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas
pelaksanaan, hambatan, dan upaya yang harus dilakukan dalam
perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, sedangkan
penulis meneliti tentang upaya perlindungan hukum dan proses persidangan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Wonogiri)” karya Desy
Ekawati, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang
membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres
Wonogiri, pandangan masyarakat terhadap anak yang menjadi pelaku
tindak pidana, dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak
yang melakukan tindak pidana.'® Persamaan dari penelitian ini adalah sama-
sama membahas perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak
pidana. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya melakukan
penelitian di Polres Wonogiri, sedangkan penulis melakukan penelitian di
Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana” karya Vina Anggriana, Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Palembang yang membahas mengenai bentuk

10 Desy Ekawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
(Studi Kasus Di Polres Wonogiri)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2018.
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perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan
proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan
tindak pidana.'! Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas proses
pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang
melakukan tindak pidana, sedangkan penulis meneliti tentang upaya
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di
Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Jurnal yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi
Kepentingan Anak” karya Nevey Varida Ariani, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI yang membahas mengenai
implementasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dan upaya yang
dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan
hukum.!? Sedangkan penulis membahas mengenai implementasi Sistem
Peradilan Pidana Anak dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai

Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”

1 Vina Anggriana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak
Pidana”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

12 Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”, Jurnal Media Hukum,
Vol. 21, No. 1, (Juni 2014).
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karya Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeti, dan A. M. Endah Sri A.,
Program Studi IImu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
yang membahas mengenai perlindungan hukum dan pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak.?® Sedangkan penulis membahas mengenai
implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam upaya perlindungan
hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri

Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik
Kerangka teoretik merupakan kerangka pemikiran mengenai suatu
kasus yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan teoretik. Maka
dari itu penulis menggunakan kerangka teoretik sebagai berikut:
1. Teori Keadilan
Keadilan merupakan suatu perilaku adil, menempatkan sesuatu pada
tempatnya sesuai porsinya. Dalam konteks putusan Hakim di peradilan,
keadilan menurut Daniel S. Lev dibagi atas keadilan prosedural
(prosedural justice) dan substantif (substantive justice). Keadilan
prosedural merupakan keadilan berdasarkan hukum positif dan
peraturan perundang-undangan. Keadilan substantif adalah keadilan

yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum

13 Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeti, A. M. Endah Sri A., “Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”,
Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, (2014).



12

yang responsif sesuai hati nurani, baik hati nurani Hakim saat
memberikan putusan.

Demikian juga Hakim yang salah satu tugasnya adalah menegakkan
keadilan. Namun yang dimaksud keadilan adalah bukan keadilan
menurut bunyi perkataan undang-undang semata, melainkan keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan ini tidak hanya
melihat dari segi materiil saja tetapi juga dari segi spiritualnya. Hakim
dalam mewujudkan keadilan harus mampu membuat putusan yang
menegakkan keadilan yang memanusiakan manusia sebagai makhluk
ciptaan Tuhan yang harus dijamin hak dan martabatnya.'*

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang
lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.®

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk
bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Hal ini didasarkan

pada diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk

14 Farkhani, dkk, Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme,
(Solo: Kafilah Publishing, 2018), him. 113-114.

15 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), him. 69.
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mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga
peradilan.t®
3. Teori Restorative Justice atau Keadilan Restoratif

M. Kay Harris yang mengutip pendapat dari Braithwaite dan Strang,
menjelaskan dua pengertian keadilan restoratif. Pertama, keadilan
restoratif merupakan sebuah konsep dalam suatu proses
mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah perkara dengan
tujuan untuk mengutarakan penderitaan yang dialami dan menemukan
jalan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk melakukan
sebuah pemulihan. Kedua, keadilan restoratif merupakan sebuah nilai
yang berbeda dengan keadilan seperti biasanya yang menitikberatkan
pada pemulihan bukan penghukuman.?

Restorative justice sebagai model pemidanaan modern ini lebih
manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Pemidanaan yang
mengedepankan pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami
korban daripada penghukuman pelaku. Pada hakikatnya prinsip ini
bukan semata-mata menghukum anak, namun bersifat mendidik dan
mengembalikan kondisi serta memulihkannya sebagaimana sebelum

terjadinya tindak pidana.'®

18 1bid., him. 54.

7 Eddy O. S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
2016), him. 45.

18 Arbintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Aswaja
Presindo, 2016), him. 161.
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Prinsip restorative justice diharapkan mampu menjadi sebuah solusi
yang komprehensif dan efektif. Ukuran keadilan tidak didasarkan pada
balasan setimpal yang diberikan kepada pelaku baik secara psikis dan
fisik atau hukuman. Namun dengan memberikan dukungan kepada
korban dan masyarakat agar pelaku bertanggung jawab atas

perbuatannya.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-
metode yang digunakan dalam penelitian.'® Metode yang digunakan penulis
dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung
dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data-data dari
lapangan tempat dilakukannya penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri
Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas | Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif
bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap
tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat

tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum

19 Sedarmayanti, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2011), him. 25.
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tertentu yang terjadi dalam masyarakat.?’ Penelitian ini memiliki tujuan
menggambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan upaya
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis
merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-
undangan yang ada. Sedangkan empiris yaitu penelitian yang
menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta di lapangan.
4. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil
observasi langsung melalui wawancara dengan Hakim Anak di
Pengadilan Negeri Yogyakarta dan wawancara Pembimbing
Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas |
Yogyakarta.
b. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, skripsi, tesis, jurnal
penelitian hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil
penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun

sumber data tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

20 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004).
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak.

Data Tersier

Data tersier yaitu sumber data yang digunakan untuk mendukung

sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan

penelitian, seperti kamus, website ataupun sumber lain yang relevan

dalam penelitian ini.



5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

17

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.?!
Observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil yang diperoleh
mengenai gambaran yang lebih jelas tentang suatu permasalahan

serta mendapatkan petunjuk cara memecahkannya.?

. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan
melakukan tanya jawab yang dilakukan kepada narasumber yang
berhubungan dengan objek penelitian, yaitu Hakim Anak di
Pengadilan Negeri Yogyakarta dan wawancara Pembimbing
Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas |
Yogyakarta.

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data primer dan
untuk mencari data-data lainnya yang sifatnya penting. Studi
pustaka juga digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hasil dari
data yang diperleh dari hasil wawancara sebagai sumber data

primer.

106.

21 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Y pgyakarta: UGM Press, 2007), him.

22 3, Nasution, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), him. 106.
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d. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan
cara mencari dan mengumpulkan data, seperti berkas-berkas, arsip-

arsip, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data.
Data yang diperolen dalam penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan metode analisis data kualitatif dengan mendeskripsikan
secara detail tentang tentang situasi, kegiatan atau peristiwa maupun
fenomena tertentu.?® Adapun metode yang digunakan adalah metode
deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang pemaparannya dari hal-hal
yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan penalaran

yang bersifat rasional.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah dalam membahas dan memahami secara
menyelurun  mengenai penulisan skripsi ini, penulis menggunakan
sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab
tersebut, disusun secara sistematis dan urut agar berhubungan satu sama

lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

23 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 330.
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan tentang anak yang membahas pengertian anak
dalam aspek hukum dan hak-hak anak, tindak pidana anak yang membahas
pengertian tindak pidana anak, unsur-unsur tindak pidana anak, dan jenis-
jenis tindak pidana anak serta sistem peradilan pidana anak.

Bab ketiga berisi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak
yang membahas konsep restorative justice, bentuk-bentuk restorative
justice, penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana
anak, dan hambatan restorative justice.

Bab keempat berisi pembahasan yang menjadi permasalahan pokok
dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penulis menganalisis upaya
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di
Pengadilan Negeri Yogyakarta, proses persidangan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan
pandangan  Pembimbing = Kemasyarakatan  terhadap  pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di
Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari
pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang berisi masukan yang
penulis harapkan demi masa depan generasi muda agar terhindar dari tindak

pidana yang dilakukan oleh anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penelitian ini dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak hanya sekedar
penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum semata,
namun juga mencakup pemenuhan hak-hak anak korban dan anak saksi
dalam proses hukum dapat terpenuhi. Penanganan yang dilakukan
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti PERMA Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak. Namun, upaya perlindungan hukum terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri Yogyakarta belum sepenuhnya mengimplementasikan
ketentuan-ketentuan yang terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini bisa dilihat bahwa

masih banyaknya sanksi pidana penjara yang diberikan oleh Hakim
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dalam perkara anak yang ditangani di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Permasalahan yang sampai sekarang masih menjadi hambatan Hakim

adalah belum adanya peraturan pelaksananya atau peraturan

pemerintah yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan

pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 71 angka 5 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hambatan-hambatan lain yang dialami antara lain kesulitan dalam

mengupayakan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif,

komunikasi yang masih kurang, selalu ada pihak yang bertentangan,

dan pemberitaan media massa yang sulit dihindari.

Dalam proses persidangan anak, Pengadilan Negeri Yogyakarta

melakukan beberapa perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum yang meliputi:

a. Menyediakan sarana dan prasarana khusus.

b. Pemeriksaan perkara anak yang dilaksanakan dalam sidang
tertutup untuk umum.

c. Pemeriksaan perkara anak dilakukan oleh Hakim Anak.

d. Menyediakan petugas pendamping khusus.

e. Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak.

f.  Memperhatikan usia anak.

g. Memperhatikan masa depan anak.

Perlakuan khusus tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
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Sistem Peradilan Pidana Anak dan konsep kesejahteraan anak.
Meskipun masih terdapat beberapa kendala, setiap pemeriksaan perkara
anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta selalu dapat diselesaikan dengan
baik. Upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk menjaga harkat dan
martabat anak, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus
terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sehingga anak
dapat memperoleh pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang

sesuai dengan anak.

B. Saran
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka diperlukan saran
atau masukan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran orang tua, masyarakat, dan pemerintah bahwa
masalah dan perhatian terhadap anak adalah tanggung jawab bersama.
Khususnya terhadap orang tua harus memberikan perhatian,
perlindungan serta kasih sayang kepada anak, sehingga anak tidak
terjerumus untuk melakukan tindak pidana.

2. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum, selain berpedoman kepada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, Hakim harus memperhatikan

kondisi anak baik dari segi fisik, mental maupun sosial sehingga setiap
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penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap anak benar-benar
merupakan langkah yang terbaik bagi pembinaan anak.

. Pemerintah sebagai pemegang dan pengendali kebijakan terhadap
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
harus segera membuat Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata
cara pelaksanaan pidana.

Meningkatkan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum agar tercapainya sistem peradilan pidana anak yang
sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Kerjasama yang telah dilakukan oleh pihak Pengadilan dengan Bapas,
organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan maupun lembaga bantuan
hukum lebih ditingkatkan lagi agar anak yang berperkara dalam sidang
pengadilan secara nyata mendapat pembinaan, baik mengenai kondisi
fisik, mental maupun sosial.

Melakukan sosialisasi rutin tentang anak yang dilakukan oleh instansi
pemerintah dalam rangka pencegahan tindak pidana yang dilakukan

terhadap anak dan/atau oleh anak.
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